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BUPATI INDRAGIRI TTULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 908 TAHUN 2007,

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang

Mengingat

BUPATI INDRAGIRI HULU
bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi
Taman Kanak-kanak-(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) periu

pembukaan dan penegerian sekolah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a periu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang
Pembukaan Dan Penegerlan Sekolah DI Lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Slak, Karimun,
Matuna, Kuantan Singingl dan Kota Batam (Lembaran MNegara
Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang .............



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Momor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, wilayah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 35, Tambahan Lembaran MNegara Republlk Indonesia
Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985,
tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan
Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan;

12, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990,
tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama;

13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor
01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasl Waljib
Belajar Pendidikan Dasar.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Kabupaten Indragii Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

15. Peratiiran .......ccvssemssssisss



15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragirl Hulu Momor 5 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membuka dan menegerikan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan Inl

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati
Indragiri Hulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Ini akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal ‘© Dete~ioer 2007,
1R, ] Y= MAN,MM@'

Tembusan, (disampaikan kepada Yth) : M A

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta

2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta

3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

4, Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta

5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta

6. Gubernur Riau di Pekanbaru

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Kepala Subdin/Kepala Baglan di lingkungan
Dinas Pendidikan Propinsi Rlau di Pekanbaru.
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Indraglri Hulu di Pematang Reba.
14. Kepala Bawasda Kabupaten Indraglrl Hulu di Pematang Reba.

15. Pertinggal.
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BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

Mengingat

PN g
KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR §26TAHUN 2007.

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, 8D, SMI’ DAN SMA/SMI

DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

. bahwa dengan adanya pemekaran wﬂayah dengan pembentukan

kecamatan baru di beberapa wﬂayah dalam Kabupaten Indragiri Hulu
dipandang perlu penyesuaian Nomenklatur sekolah yang berada di
kecamatan yang bersangkutan;

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sehagalmana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupatl Indragiri Hulu tentang
Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten
Indragiri Hulu.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang FemIJEntukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi 5umateqa Tengah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2?54],

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20133 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun,
Natuna, Kuantan Slngfngl dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Ncmnr 42?4},

. Undang-Undang Nomor 1l:! Tahun Zﬂﬂ4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lernharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang .............

-



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal Pemerintah Daerah, wilayah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4737);

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Waijib
Belajar Pendidikan Dasar,

11.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor
: 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Waijib
Belajar Pendidikan Dasar.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01); '

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5); -

MEMUTUSKAN ....coovereuavannes



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Merubah Nomenklatur TK dalam lampiran I, SD dalam lampiran II, SMP
dalam lampiran III dan SMA,SMK dalam lampiran IV yang beroperasional
di Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati
Indragiri Hulu tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP dan
SMA/SMK Di Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja-Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 415/KPTS/2003 tentang
Perubahan Nomenklatur Sekolah Tingkat SLTP Kabupaten Indragiri Hulu
dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

gjtetapkan di Rengat
rtapacal /5 Desem dex 2007,
CHMAN, MM \7

Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1, Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta

2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta

3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta

5. Kepala Biro Perencanaan Setjen Depdiknas di Jakarta

6. Gubernur Riau di Pekanbaru

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.

10. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
11. Kepala Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Bawasda Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan
Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhu di Pematang Reba.
15. Camat se-Kab. Indragiri Hulu. g
16. Kabag/Kasubdin pada Dinas Pendidikan Kab. Inhu di Rengat.
17. Kacab Dinas Pendidikan se-Kab. Indragiri Hulu.
18. Kepala Sekolah ybs.
19. Ketua Komite Sekolah Ybs.



-—— =

=" 19 ant & .
i .
. ; S wﬂ_m\ . ; S,

uririag veag [WaCrowdL [ vO0o [ ri 0z [dedeiay Big uedesay ._._u...._ba._m dns| ueilesag esag i ueilesay dejy MeS dWS v

aruey e I ¥OPuog 7 rOCEPGR0L | €00 [Pl | F050 |2 102 deuriag Bueieg weidupu Sans|  druey uned ) wapudg ir uEd updl SJNS tls
eler ourduas eea) | COCPREFOL | Z00 | ¥l | ¥O50 | L [0 deueiag Burieg Z NAWS eler ourduag esag deuriag § NdWS = Z|9%
rlep Feng uewEpuag 1F [ COGL0F0L [ 100 | vi J¥060 4 02 deueiag bueieg | NdWS| ~ Burjeway : 11 deuriag € NawiS deuesag Bumeg) | | 55
newn e, wsaq |Eosrerol |0oo | [vosa |4 [0z | umny y newny esduvniesgws| ﬂ.imn-.ml..n "+ |oco |90 [v0s0 |4 |os 2 dery nies dWS t|=
welibuniay a0 | 20CrGr0L | 200 (€L | ¥050 (4 02 Wiy ey Z NAWS — uelifumad esag : ) Bumkeay £ NdWS |

rimg) w10 *Ea0 | LOTKFGR0L | 100 CL JPO60 1L (D2 winM ey L NdWS|  nie@ mian esag  Buekeiay 9 NdWS _wnnyamed| L | 25

reurey bunlue g |poseavol [roo |21 [sosafufoz|  emy og neveg Ty mubiepans| — —  neueq bunluey) ; g . peubiey anis| R

iemeyoy l@o zenvos [Co0 |24 |vos0 4 |02 me iebung ¢ NdWS lemmay ] E lemeay urderidd S| 0000000 | € |05

L g eeliung L1 Ga0v0l | 200 | 20 [voR0 |4 J02 meyebung ZNaws|  wmegwbung| 000 |¢o | voco |1 |oz niuagnsedqNans| |z |8
ey efuns ueangeweg | pociovon oo |z [ vasa | oz meyiebung | NdWS| ey elung ueungagiag €00 (€0 | w060 |k |02 nluag nsed € NaWS|  TIE) 1ebung| 1 | 3
wing sy weag [czrciovot [2oo ] Jroso |z oz whepmeg qreweitlppaSans| 000 yingawesag zin |eo | voso |z |0z -..| eweelppaGawe| 00 | T |ur

whwp winy (0ssiowoL | 100 | e [vosa i Jo2 wher nieg s0an | NAWS .u__.“u__., WAy GO0 |€0 | FOGo |1 (02 i nduag nseqy 5 Maws er ...._..mixh_-Hm_ e
e — - - - - —— g — =

wes; Bunlur g [inzvaros voooi voso Jifoz]  myewed wueg Tidavmesaws] ——— — —  ueg Bunluey =1 “driy niEs dNS v |5

weguir | wsag] |DREeiEOL |00 (04 | POGD (1 02 NyFu@]) W yeque] rynqua) gms) 0 immmruha . i i ..._._I-nﬁ_. Eynqia] diNg [ D

Burpesy neind |6 everos [2oo [os |roso i o2 nyeusD EEnN 2 NIWS| = bumagneng| - | | 1 [ Buejan neing NaWS zler

ryewa ) wend 6% 0r00 [ 100 J0L |00 |1 02 o MU EENM LNGWS] -II..._.Ewu _-__-_.i = |{00|v0|rOS0 | L OZ .n:nﬁh NdWs| nyeuas eeny| | | Iv

nussiag Buee s Jooseeros (900 60 |voco 1 oz wwosiog Buee ) deynies gws|  weseabumer| - | | | || waneg Buejey dey mes gns 9 | w»r

s Efuepy Duvpewiag|pazrerol [$00 |GO J#060 |4 O s:BBueyy Biuy deyy nieg diNS wbSuey Buejeway N T sibfuey Bumeway depy NES JNS g | o»
fueds eseqeucveros [#00 |60 |voso |1 foz]  nyeuad @ Bueds dew nies dins) __ buedgesag] - | | ' buedisdeivmesansf [ les

elrgy Bueie | wsa0|gulrirdl |T00 |60 w060 |1 JOZ ryeuad Bueied € NawsS| elingy Bueie) esag| = . ~ elnpyBuee  ynersmayans| 000 0 fE et

g Nt €50 |C0KL0P0I [200 |60 [#O60 |1 102 nyeuad Bueied Z NdnsS euy qund Bsag Z00 |60 | 060 |1 |02 nyeual bueieg 2 NJWS __ e

ey i | c2e LOROL | 100 |GO [w080 |1 jO2 ryeual Bueeg L NdWS| ed) nng o0 |60 |roso |1 |02 nyeuas Bueieg | NJWS| Pyeven Bumeg) o | 30

peas ) Bumey wsaglogceepay lean lga lpnan 1) 108 jesues Bueied £ NAWS jey=] Buejey esan WNEF S [ESUES) BUEIEE L NAWS gl

[ ez soc onany weiony arlegepswon (700 leg lepag 14 102 e suey Euried 2 NJAS ey 135 ANy SEU I Z00 |90 |#050 |1 joz SUES) GUEIER ¢ Nai |
epemgeg ener | seue) r|eeceerol |00 (80 [roso [ jo2 jesueD) Boeieg L NJNS BpUSJAG anui] BT 7 100 |80 |»0&D & |02 GEITY L NJWS) Iesueg Bumeg) | | €T

T & [ ~ '] k) * T 1 4 ]
ivmw iy | waam E5M § LLACLEL R D LL I | IvAYIY | NSdN B8N HYI0HIS WINWN l
nuva i o YWV .-||.|I|I | wviwewoas @

W NYW

7

-.i.‘.._uh_..lr.-.

HISHVHL ¥4 ...h_ di

o

(LR et LS L E N o R T




